
S A L I N A N 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H  L A U T 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 29 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  

NOMOR 210 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 

Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat alokasi 

Dana Insentif Daerah Kelompok Kategori Pelayanan 

Dasar Publik Bidang Kesehatan sebesar 

Rp19.163.791.000,00 (sembilan belas miliar seratus 

enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu 

ribu rupiah), yang diantaranya pada Kategori Balita 

yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap yaitu sebesar 

Rp9.384.370.000,00 (sembilan miliar tiga ratus 

delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu 

rupiah); 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 

tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, 

Dana Alokasi Umum, serta Dana Insentif Daerah 

Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan 

Corona  Virus Disease  2019 (Covid-19), penggunaan 

Dana Insentif Daerah (DID)  diprioritaskan   untuk   

kegiatan   pencegahan dan/atau penanganan Covid-

19; 

  c. bahwa berdasarkan Diktum PERTAMA Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 6/KM.07/2020 tentang 

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang 

Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan 

Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Dana Alokasi 
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Khusus Fisik pada Bidang Kesehatan dapat 

digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau 

penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

  d. bahwa berdasarkan Diktum KEDELAPAN Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.07/2020 tentang 

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang 

Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan 

Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Penggunaan 

Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk 

pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan sesuai dengan 

petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian 

Kesehatan; 

  e. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

Lingkungan Pemerintah Daerah, penggunaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan 

memprioritaskan untuk antisipasi dan penanganan 

dampak penularan Covid-19 melalui revisi anggaran 

dengan cara penjadwalan ulang capaian program dan 

kegiatan lainnya atau dengan pembebanan langsung 

pada belanja tidak terduga;  

  f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

bahwa pergeseran anggaran antar unit organisasi, 

antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat 

dilaksanakan apabila terjadi keadaan darurat atau 

mendesak; 

  g. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek 

belanja berkenaan dan antar objek belanja dalam jenis 

belanja berkenaan perlu dilakukan perubahan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar 

pelaksanaannya; 

  h.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 

dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja 

dalam kelompok belanja langsung pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Tanah Laut; 

  i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf c, huruf d dan huruf e, maka 

perlu dilakukan pergeseran antar rincian objek 

belanja, antar objek belanja maupun antar jenis 

belanja dalam kelompok belanja langsung pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, Rumah Sakit 

Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari dan pada 

beberapa Unit Pelaksana Teknis Puskesmas; 

  j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 

huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 9). Sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 

2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 655); 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 

17); 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 210 

TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2020. 

 

Pasal I 

 

(1) Melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan mendahului Penetapan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 untuk menjamin efektifitas dan kepastian dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari : 

a. Dana Insentif Daerah (DID); 

b. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan; dan 

c. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan. 

(2) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa 

pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam kelompok belanja 

langsung pada program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah 

Laut yang dananya bersumber dari Dana Insentif Daerah dalam rangka 

Penanggulangan Corona Virus Disease  2019 (Covid-19). 

(3) Selain pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga 

terjadi pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek 

belanja berkenaan maupun pergeseran anggaran antar objek belanja 

dalam jenis belanja berkenaan pada program dan kegiatan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, Rumah Sakit Umum Daerah Hadji 

Boejasin Pelaihari dan pada beberapa Unit Pelaksana Teknis Puskesmas 

yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang 

Kesehatan, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional 

Kesehatan dan dari sumber dana lainnya dalam rangka pelaksanaan 

Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

(4) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

dan Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019 
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tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 khususnya pada belanja di beberapa program dan 

kegiatan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diubah, 

sehingga Lampiran I dan Lampiran II menjadi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 24 Maret 2020       

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 24 Maret 2020      

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT,  

 

Ttd 

 

H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 29 

 

 

 


